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GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUAs 2025

TENTANG

PENUNJUKAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang

Mengingat

SEBAGAI PENYIMPAN UANG DAERAH

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah dan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan
Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai

Penyimpan Uang Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5339);



Menetapkan

KESATU

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor
3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa
Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
58);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN BANK
PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEBAGAI PENYIMPAN UANG DAERAH.

Menunjuk Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagai penyimpan uang daerah yang berasal dari

penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Pelaksanaan operasional penyimpanan uang daerah akan diatur
lebih lanjut dalam naskah perjanjian antara Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Bank Pembangunan Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/KEP/2009 tentang
Penunjukan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta sebagai Penyimpan Uang Daerah dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 2 JANUA®L 2025

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
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Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;

Menteri Keuangan RI di Jakarta;

Pimpinan DPRD DIY;

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Yogyakarta;
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;

Direksi Bank BPD DIY;

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.




